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DEVAKY JULIO (B111 13 406), Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak 
Pidana Penelantaran Dalam Lingkup Rumah Tangga (Studi Kasus 
Nomor 228/Pid.B/2014/PN.Sgm), Dibimbing oleh Dr. Syamsuddin 
Muchtar,S.H,M.H selaku pembimbing I dan Dr. Amir Ilyas,S.H,M.H selaku 
pembimbing II.  
 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dua hal: pertama, Untuk 
mengetahui penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana 
penelantaran dalam lingkup rumah tangga dalam putusan nomor 
228/Pid.B/2014/PN.Sgm, dan yang kedua, Untuk mengetahui 
pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara 
pidana nomor 228/Pid.B/2014/PN.Sgm.  
  
 Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Sungguminasa. 
Metode yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu melalui penelitian 
lapangan (field research), penelitian kepustakaan (library research). Data 
primer yang diperoleh melalui wawancara dan penelitian secara langsung 
dengan pihak-pihak terkait untuk memperoleh informasi guna melengkapi 
data sedangkan data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi 
kepustakaan dengan cara membaca buku-buku ilmiah, majalah, internet, 
surat kabar dan bacaan-bacaan lain yang berhubungan dengan penelitian.  
  
 Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan hukum 
pidana materil dalam putusan hakim dalam perkara nomor 
228/Pid.B/2014/PN.Sgm telah sesuai dengan perundang-undangan dalam 
hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang 
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan dalam menjatuhkan 
vonis pidana hakim telah memberikan pertimbangan-pertimbangan sesuai 
dengan fakta yang terungkap di persidangan baik itu pertimbangan dari 





Assalamualaikum Wr. Wb. 
Puji dan syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah 
SWT atas rahmat, kesehatan, dan kekuatan serta hidayah-Nya, sehingga 
penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul Tinjauan 
Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penelantaran Yang Dilakukan Dalam 
Lingkup Rumah Tangga (Studi Kasus Putusan Nomor: 
228/Pid.B/2014/PN.Sgm) yang merupakan tugas akhir dan salah satu 
syarat pencapaian gelar Sarjana Hukum Strata Satu (S1) bagian Hukum 
Pidana program Ilmu Hukum pada Universitas Hasanuddin. Salam dan 
salawat senantiasa dipanjatkan kehadirat Nabi Muhamaad SAW, sebagai 
Rahmatalillalamin. 
Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis banyak mendapat bantuan 
dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh 
karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih dan 
penghargaan yang tak terhingga kepada Ayahanda Seprianus Kili-kili 
dan Ibunda Herlina Kombong atas segala dukungan, pengorbanan, kasih 
sayang dan jerih payahnya selama membesarkan, membimbing dan 
mendidik penulis, selalu memberikan semangat, serta doa yang tak henti-
hentinya demi keberhasilan penulis, skripsi ini penulis persembahkan 
untuk kalian. 
Penulis sadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, akan 
tetapi berkat bimbingan dan pengarahan dari berbagai pihak serta 
kemauan keras maka skripsi ini dapat tersusun walaupun masih saja 
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terdapat beberapa kekurangan. Pada kesempatan ini pula dengan segala 
kerendahan hati, penulis menggucapkan terima kasih yang sebesar-
besarnya kepada : 
1. Ibu Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA. selaku Rektor 
Universitas Hasanuddin beserta staf dan jajarannya. 
2. Ibu Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H.,M.Hum. selaku Dekan 
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Bapak Prof. Dr. 
Ahmadi Miru, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum 
Universitas Hasanuddin, Bapak Dr. Syamsuddin Muchtar, 
S.H.,M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas 
Hasanuddin, dan Bapak Dr. Hamzah Halim, S.H.,M.H. selaku 
Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. 
3. Bapak Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H.,M.H., selaku Pembimbing 
I dan Bapak Dr. Amir Ilyas, S.H.,M.H. selaku Pembimbing II, 
terima kasih atas segala petunjuk, saran, bimbingan dan waktu 
yang diluangkan untuk penulis. 
4. Bapak Prof. Dr. Muhadar S.H., M.H., M.S., ibu Dr. Nur Azisa, 
S.H.,M.H., dan ibu Dr. Haeranah, S.H.,M.H., selaku penguji, 
terimakasih atas masukan dan saran-sarannya kepada penulis 
sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. 
5. Segenap dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas 
Hasanuddin atas ilmu pengetahuannya yang diberikan kepada 
penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas 
Hasanuddin. 
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6. Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas 
bantuannya dalam melayani segala kebutuhan Penulis selama 
perkuliahan hingga penyusunan Skripsi ini. 
7. Pengelola Perpustakaan baik Perpustakaan Fakultas Hukum 
Universitas Hasanuddin maupun Perpustakaan Pusat 
Universitas Hasanuddin. Terimakasih atas waktu dan tempat 
selama penelitian berlangsung sebagai penunjang skripsi 
Penulis. 
8. Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa dan beserta seluruh 
jajaran staf Pengadilan Negeri Sungguminasa. Terima kasih 
atas kerja samanya dalam memberikan waktu dan tempat dan 
kerja samanya selama Penulis melakukan penelitian. 
9. Teman-teman seperjuangan “Asas 2013” terimakasih penulis 
ucapkan telah banyak persaudaraan, ilmu, kebersamaan, dan 
pengalaman yang tidak akan terlupakan. 
10. Teman-teman organisasi tercinta “UKM Sepak Bola FH-UH” . 
Terimakasih atas segala kebaikan, saran, kritikan, serta suka 
dan duka yang kalian bagi selama ini. 
11. Sahabat, kekasih dan wanita cantik yang selalu menemani 
memberikan semangat tanpa lelah dari Maba hingga Penulis 
selesai  “Nadya Khaeriyah Yusran” terima kasih atas doa dan 
dukungannya semoga kita bisa mencapai kesuksesan dan 
menggapai cita-cita bersama. Amin.  
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12. Sahabat, saudara dan keluarga saya “Fake Campus”. Muh. 
Reihan Hussain, S.H, Yogi Pratama, S.H, Arnan arfandi, S.H, 
Ricky Subarkah, S.H, Rezky.CSH, Andi Sugandhy.CSH, Saldi 
Mardika Putra.CSH, Nurhidayat.CSH, Mufti Kharisma.CSH, 
Asaat Rizkallah.CSH, Muh. Nugroho Sugiyatno.CSH, Pak Polisi 
Edwin Giraldhy dan Muh. Zulfikar Naharuddin.CSH. Terimakasih 
atas doa, dukungan, pengalaman dan solidaritasnya selama ini. 
Semoga kita selalu bisa saling berbagi dan meraih kesuksesan 
bersama-sama. Amin. 
13. Teman-teman KKN Reguler Gelombang 93 Universitas 
Hasanuddin Kec. Donri-donri, Kab. Soppeng terkhusus Posko 
Desa Leworeng, terimakasih atas kerjasamanya selama KKN. 
14. Serta semua pihak yang tidak disebutkan namanya satu demi 
satu, semoga mendapat imbalan yang setimpal dari Allah SWT. 
Akhirnya Penulis berharap skripsi dapat bermanfaat betapapun 
kecilnya baik untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun untuk 
kepentingan praktisi. 
Wassalamu Alaikum Wr. Wb. 
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A. Latar Belakang Masalah 
 “Sebuah rumah tangga terbentuk sejak terjadinya pernikahan yang 
sah antara suami dan istri yang bertujuan untuk membentuk keluarga 
yang bahagia, kekal, dan sejahtera yang dilandasi oleh kasih sayang” 
(Ahmad Rofiq, 1995: 57) . Pada dasarnya di dalam sebuah rumah tangga 
terdapat anggota-anggota keluarga yang terdiri dari suami, istri, dan anak-
anak. Namun dalam cakupan yang lebih luas juga termasuk orang yang 
memiliki hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan orang 
yang bekerja dan menetap dalam rumah tangga dianggap juga sebagai 
anggota keluarga. Setiap anggota keluarga mempunyai peranan dan 
tugas masing-masing, seperti suami berperan sebagai ayah sekaligus 
kepala keluarga, yang bertugas untuk mencari nafkah, memberi 
pendidikan, dan melindungi anggota keluarganya dan istri berperan 
sebagai ibu mempunyai tugas untuk mengurus rumah tangga dan 
mengasuh anak-anaknya. 
 Peranan rumah tangga sangat penting dalam kehidupan setiap 
manusia, sebab di dalam kehidupan rumah tanggalah setiap manusia 
dapat berbagi kasih sayang, mendapat perlindungan, dan memenuhi 
kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Di dalam rumah tangga juga setiap 
manusia saat ia masih bayi pertama kali berinteraksi dan mengenal 
lingkungannya. Keadaan dan didikan dalam rumah tangga memegang 
peranan penting dalam membentuk sikap dan karakter setiap anggota 
keluarga. Sehingga apabila interaksi di dalam rumah tangga dilakukan 
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dengan penuh kasih sayang maka akan memberi pengaruh baik bagi 
pembentukan karakter anggota keluarga. Begitu juga sebaliknya, apabila 
interaksi di dalam keluarga dilakukan dengan kekerasan maka akan 
membawa pengaruh yang buruk bagi pembentukan karakter dan 
hubungan dalam keluarga tersebut. 
 Perempuan sebagai ibu rumah tangga dan anak sebagai penerus 
bangsa merupakan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha kuasa sehingga 
wajib dilindungi dan dijaga kehormatan, martabat, dan harga dirinya 
secara wajar dan proporsional, baik secara hukum, ekonomi, politik, sosial 
dan budaya. Pada Pasal 27 Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia tahun 1945 telah menyebutkan dengan tegas bahwa semua 
warga Negara mempunyai kedudukan yang sama. Penegasan tersebut 
mengandung pernyataan bahwa semua warga Negara, laki-laki maupun 
perempuan akan mendapatkan perlakuan yang sama. Di samping itu, hak 
dan kewajibannya tidak ada bedanya antara laki-laki dan perempuan. 
Jadi, segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan hendaknya 
ditiadakan. Hal ini tertuang dalam Pasal 15 Undang-undang Nomor 7 
Tahun 1984 tentang Pengesehan Konvensi Mengenai Penghapusan 
Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita. 
 Dalam kegiatannya sehari-hari seorang perempuan, sebagai 
seorang ibu mempunyai peranan yang penting, yaitu menanamkan nilai-
nilai dasar kemasyarakatan atau nilai-nilai sosial budaya termasuk 
didalam nya norma-norma hukum yang berlaku dan yang menyangkut 
berbagai aspek kehidupan bersama. Pertama-tama memang dilakukan 
didalam rumah tangga yaitu kepada anak-anaknya, kemudian akan 
dikembangkan kepada masyarakat sekitarnya. Korban kekerasan dan 
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penelantaran dalam rumah tangga yang kebanyakan adalah perempuan 
(istri) dan anak yang harus mendapat perlindungan dari Negara dan/atau 
masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman 
kekerasan atau perbuatan yang merendahkan martabat kemanusiaan. 
 Rumah tangga seharusnya menjadi tempat yang aman bagi para 
anggotanya karena keluarga dibangun oleh suami istri atas dasar ikatan 
lahir batin diantara keduanya. Suami dan istri mempunyai hak dan 
kedudukan yang seimbang dalam kehidupan berumah tangga dan 
pergaulan hidup didalam masyarakat serta berhak melakukan perbuatan 
hukum. Tindak kekerasan di dalam rumah tangga (domestic violence) 
merupakan jenis kejahatan yang kurang mendapatkan perhatian dan 
jangkauan hukum. Tindak kekerasan di dalam rumah tangga pada 
umumnya melibatkan pelaku dan korban diantara anggota keluarga di 
dalam rumah tangga, sedangkan bentuk tindak kekerasan bisa berupa 
kekerasan fisik dan kekerasan verbal (ancaman kekerasan). Pelaku dan 
korban tindak kekerasan di dalam rumah tangga bisa menimpa siapa saja, 
tidak dibatasi oleh strata, status sosial, tingkat pendidikan, dan suku 
bangsa. Tindak kekerasan pada istri dalam rumah tangga merupakan 
masalah sosial yang serius, akan tetapi kurang mendapat tanggapan dari 
masyarakat dan para penegak hukum. 
 Tindak pidana penelantaran orang dalam lingkup rumah tangga 
yang dilakukan oleh salah satu anggota rumah tangga termasuk tindakan 
yang dilarang, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena 
persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, 
atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Penelantaran juga berlaku bagi 
setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara 
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membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di 
luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut. 
“Menurut Natabangsa Surbakti (Guse Prayudi,2009:121) dengan 
menetapkan sebagai tindak pidana aduan, maka hukum pidana tetap 
dipertahankan sebagai sarana terakhir dalam upaya penanggulangan 
tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga”  
 Dalam kenyataannya meskipun kasus KDRT banyak terjadi, tetapi 
sistem hukum di Indonesia belum menjamin perlindungan terhadap 
korban kekerasan dalam rumah tangga, oleh karena itu diperlukan 
pengaturan tentang tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga secara 
tersendiri karena mempunyai kekhasan, walaupun secara umum di dalam 
KUHP telah diatur mengenai penganiayaan dan kesusilaan serta 
penelantaran orang yang perlu diberi nafkah dan kehidupan. 
Pembaharuan hukum yang berpihak pada kelompok rentan atau 
tersubordinasi, khususnya perempuan, menjadi sangat diperlukan 
sehubungan dengan banyaknya kasus kekerasan, terutama kekerasan 
dalam rumah tangga. Pembaharuan hukum tersebut diperlukan karena 
undang-undang yang ada belum memadai dan tidak sesuai lagi dengan 
perkembangan hukum masyarakat. Mendasarkan pada hal tersebut maka 
perlunya dibentuk Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam 
Rumah Tangga (UU PKDRT). Dimana Undang-Undang ini terkait erat 
dengan beberapa peraturan perundang-undangan lain yang sudah 
berlaku sebelumnya antara lain KUHP, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 
1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang 
Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan segala Bentuk 
Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention on the Eliminationof All Forms 
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of Discrimination Against Women), dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 
1999 tentang Hak Asasi Manusia (Guse Prayudi, 2007:17). 
 UU PKDRT selain mengatur ihwal pencegahan dan perlindungan 
serta pemulihan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, juga 
mengatur spesifik kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga dengan 
unsur-unsur tindak pidana yang berbeda dengan tindak pidana 
penganiayaan yang diatur dalam KUHP. Selain itu, UU PKDRT juga 
mengatur ihwal kewajiban bagi aparat penegak hukum, tenaga kesehatan, 
pekerja sosial, relawan pendamping, atau pembimbing rohani untuk 
melindungi korban agar mereka lebih sensitif dan reponsif terhadap 
kepentingan rumah tangga yang sejak awal diarahkan pada keutuhan dan 
kerukunan rumah tangga. 
 Tindak pidana penelantaran orang dalam rumah tangga yaitu isteri 
dan anak, dan orang yang menjadi tanggung jawab (ikut dalam rumah 
tangga tersebut) diatur di dalam UU No.23 tahun 2004 yang mana 
ancaman hukumannya lebih ringan dibandingkan dengan kekerasan atau 
penganiayaan dalam rumah tangga. Hal ini mengakibatkan banyaknya 
suami yang tidak mengindahkan ancaman hukuman yang tertera dalam 
pasal 49 UU No 23 tahun 2004, sehingga mereka dapat memperlakukan 
penelantaran terhadap isterinya dengan sewenang-wenang atas 
kekuasaannya sebagai kepala keluarga. Dengan melihat latar belakang 
permasalahan tersebut, penulis membahas masalah diatas dalam 
penulisan hukum yang disusun dengan judul :“Tinjauan Yuridis Terhadap 




B. Rumusan Masalah 
 Berdasarkan uraian dan latar belakang diatas maka penulis tertarik 
untuk membahas masalah tersebut lebih lanjut dengan menitik beratkan 
pada rumusan masalah :  
1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materiil terhadap kasus 
tindak pidana penelantaran dalam lingkup rumah tangga terhadap 
putusan Nomor 228/Pid.B/2014/PN.Sgm? 
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum majelis hakim terhadap kasus 
tindak pidana penelantaran dalam lingkup rumah tangga dalam 
penjatuhan pidana terhadap putusan Nomor 228/Pid.B/2014/PN.Sgm? 
 
C. Tujuan Penulisan 
 Dalam penulisan skripsi ini terdapat beberapa tujuan yang sesuai 
dengan pembahasaan rumusan masalah diatas yaitu : 
1. Untuk mengetahui penerapan hukum terhadap tindak pidana materiil 
terhadap kasus tindak pidana penelantaran dalam lingkup rumah 
tangga. 
2. Untuk mengetahui  bagaimana pertimbangan hukum majelis hakim 
dalam penjatuhan pidana dalam  kasus putusan nomor 
228/Pid.B/2014/PN.Sgm. 
 
D. Manfaat Penulisan 
1. Manfaat Teoritis 
a. Untuk memperoleh masukkan yang dapat digunakan untuk 
almamater dan mengembangkan bahan-bahan perkuliahan yang 
telah ada. 
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b.  Bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan secara umum 
dan ilmu hukum pada khususnya terutama hukum pidana. 
c.  Untuk mendalami teori-teori yang telah diperoleh penulis dalam 
menulis penulisan hukum ini. 
2. Manfaat Praktis 
a. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang 
jelas bagi penulis sebagai calon sarjana hukum sebagai bekal 
untuk masuk ke dalam instansi atau institusi penegak hukum, 
maupun untuk praktisi hukum yang senantiasa memperjuangkan 
hukum di negeri ini agar dapat ditegakkan. 
b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dan memberi 
masukan serta tambahan pengetahuan bagi pihak-pihak yang 
terkait dengan masalah yang diteliti, seperti anggota keluarga, para 
pekerja rumah tangga, masyarakat serta terutama bagi aparat 
penegak hukum agar lebih memperhatikan segala bentuk 









A. Tinjauan Umum Tindak Pidana 
1. Pengertian Tindak Pidana (Strafbaar Feeit) 
 Hukum pidana adalah sebagian dari keseluruhan hukum yang 
berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-
aturan untuk: 
a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh 
dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi 
(Sic) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang 
melanggar larangan tersebut. 
b.  Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang 
telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau 
dijatuhi pidana sebagaimana yang diancamkan. 
c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat 
dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar 
larangan tersebut (Andi Hamzah, 2008:4-5). 
 Sarjana hukum Indonesia membedakan istilah hukuman dan 
pidana yang dalam bahasa Belanda hanya dikenal satu istilah untuk 
keduanya, yaitu straf. Istilah hukuman adalah istilah umum untuk segala 
macam sanksi baik perdata, administratif, disiplin dan pidana. Sedangkan 
istilah pidana diartikan sempit yang berkaitan dengan hukum pidana (Andi 
Hamzah,2008:27). Pidana merupakan karakteristik hukum pidana yang 
membedakannya dengan hukum perdata. Dalam perkara pidana, 
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pertanyaan timbul seberapa jauh terdakwa telah merugikan masyarakat 
dan pidana apa yang perlu dijatuhkan kepada terdakwa karena telah 
melanggar hokum (pidana). 
 “Pembentuk undang-undang menggunakan perkatan “strafbaar feit” 
untuk menyebutkan apa yang dikenal dengan “tindak pidana” di 
dalam suatu Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Kata “feit” 
sendiri dalam bahasa Belanda berarti “sebagian dari suatu 
kenyataan” dan “strafbaar” berarti “dapat dihukum”, sehingga 
secara harfiah perkataan “strafbaar feit” dapat diterjemahkan 
sebagai “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum” 
(P.A.F Lamintang, 1997 : 181). 
 
  Pengertian menurut definisi pendeknya J.E.JONKERS pada 
hakekatnya menyatakan untuk setiap delik yang dapat dipidana harus 
berdasarkan undang-undang dan pendapat umum tidak dapat 
menentukan lain daripada yang telah ditentukan undang-undang. Menurut 
Moeljatno istilah strafbaarfeit diterjemahkan dengan perbuatan pidana, 
perbuatan itu adalah keadaan yang dibuat oleh seseorang atau barang 
sesuatu yang dilakukan (Sudarto, 1990:35). Sedangkan dalam definisi 
panjang menitik beratkan kepada sifat melawan hukum dan 
pertanggungan jawab yang merupakan unsur yang telah dirumuskan 
secara tegas di dalam setiap delik, atau unsur-unsur yang tersembunyi 
secara diam dianggap ada (Bambang Poernomo, 1982 : 91). 
 Berdasarkan rumusan yang ada maka delik (strafbaar feit) memuat 
beberapa unsur (Teguh Prasetyo, 2010 : 45-46). yakni:  
a.   Suatu perbuatan manusia. 
b. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-
undang. 
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c. Perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung 
jawabkan. 
 Jika disimpulkan, perbuatan pidana menunjuk pada sifat perbuatan 
yang dilarang dengan diancam pidana. Adapun istilah perbuatan pidana 
disamping istilah ilmiah dapat pula dikatakan bagi masyarakat sehari-hari 
telah menggunakan kata perbuatan, seperti perbuatan jahat, perbuatan 
dosa, perbuatan tidak senonoh, dan tidak sebaliknya mempergunakan 
kata peristiwa atau tidak jahat, tidak dosa, tidak senonoh, dan sebagainya. 
“Simon memberikan perumusan delict atau strafbaar feit adalah “delict 
atau tindak pidana merupakan perbuatan manusia yang bertentangan 
dengan hukum, perbuatan mana yang dilakukan oleh seorang yang dapat 
dipersalahkan kepada si pembuatnya” (Abdul Kadir, 1982 : 37). Menurut 
beliau di dalam beberapa rumusan delik dapat kita jumpai suatu 
persyaratan tertentu berupa keadaan-keadaan tertentu yang harus timbul 
setelah sesuatu keadaan semacam itu dilakukan orang, di mana 
timbulnya keadaan-keadaan semacam itu bersifat menentukan agar 
tindakan orang tersebut dapat sebagai tindakan yang dihukum. Timbulnya 
keadaan-keadaan seperti itu merupakan suatu syarat yang juga disebut 
“bijkomende voorwaarden vanstrafbaarheid” yang bukan unsur yang 
sebenarnya dari suatu delik. 
2. Unsur–Unsur Tindak Pidana 
 Unsur tindak pidana merupakan persyaratan dalam penjatuhan 
pidana. Tidak dapat dijatuhkan pidana karena karena suatu perbuatan 
yang tidak termasuk dalam rumusan delik. Ini tidak berarti bahwa selalu 
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dapat dijatuhi pidana kalau perbuatan itu tercantum dalam rumusan delik. 
Untuk itu diperlukan dua syarat:perbuatan itu bersifat melawan hukum dan 
dapat dicela. 
 “Dengan demikian, rumusan pengertian “perbuatan pidana” menjadi 
jelas: suatu perbuatan pidana adalah perbuatan manusia yang 
termasuk dalam ruang lingkup rumusan delik, bersifat melawan 
hukum dan dapat dicela.Unsur tindak pidana merupakan 
persyaratan dalam penjatuhan pidana.Perbuatan manusia 
merupakan sesuatu yang mempunyai keyakinan atau niat, tetapi 
dengan melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan maka 
dapat dipidana. Yang juga dianggap sebagai perbuatan manusia 
adalah perbuatan badan hukum. Dalam ruang lingkup rumusan 
delik yang tertulis harus dipenuhi. Bersifat melawan hukum 
merupakan suatu perbuatan yang memenuhi semua unsur 
rumusan delik yang tertulis (misalnya, sengaja membunuh orang 
lain) tidak dapat dipidana kalau tidak bersifat melawan hukum 
(misalnya, sengaja membunuh tentara musuh oleh seorang tentara 
dalam perang). Dapat dicela diartikan sebagai suatu perbuatan 
yang memenuhi semua unsur delik yang tertulis dan juga bersifat 
melawan hukum, namun tidak dapat dipidana kalau tidak dapat 
dicela pelakunya. Sifat melawan hukum dan sifat dapat dicela itu 
merupakan syarat umum untuk dapat dipidananya perbuatan, 
sekalipun tidak disebutkan dalam rumusan delik” (I Made 
Widnyana, 2010 : 55 – 56). 
 
 Bagian umum kitab undang-undang mengajukan sebagai syarat 
untuk dapat dipidananya seorang pelaku yaitu pertama bahwa perbuatan 
itu dapat dipertanggung jawabkan padanya, perbuatan itu dapat 
dipertanggung jawabkan pada si pelaku atau si pelaku mampu 
bertanggung jawab (pasal 37 Sr.; KUHP Pasal 44). Kedua bahwa 
perbuatan itu dapat disesalkan pada si pelaku (penyesalan dari 
perbuatan). Ketiga, bahwa untuk dapat dipidana diperlukan syarat, bahwa 
perbuatan itu dilakukan secara melawan hukum. Setiap tindak pidana 
yang ada dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana pada umumnya 
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dapat dijabarkan dalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat dibagi 
menjadi dua macam unsur, yaitu unsur subyektif dan unsur obyektif. 
 Yang dimaksud unsur subyektif adalah unsur-unsur yang melekat 
pada diri si pelaku atau berhubungan dengan diri si pelaku, dan yang 
termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam 
hatinya. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur obyektif adalah unsur-
unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam 
keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari pelaku itu harus dilakukan. 
Unsur obyektif ini tidak terdapat dalam uraian delik setiap tindak 
pidana tersendiri, dan tidak usah dicantumkan dalam tuntutan. Umumnya 
diterima bahwa syarat ini sudah dipenuhi selama tidak ternyata 
kebalikannya. Pembuat undang-undang dan karena itu juga hakim, dalam 
hal ini bertolak dari apa yang ditanggapnya sebagai peristiwa yang sering 
terjadi yaitu : 
1. Ia menduga, bahwa umumnya manusia tidak menderita penyakit 
jiwa, jadi mampu bertanggung jawab. 
2. Ia menganggap sebagai suatu peristiwa biasa, bahwa si pelaku 
tindak pidana juga bersalah, jadi kesalahan itu dapat disesalkan 
padanya atau ada kesalahan dalam arti dapat disesalkan. 
3. Seseorang yang melakukan tindak pidana sekaligus melakukan 
sesuatu yang dapat disebutkan melawan hukum 
(J.M.VanBemmelen, 1979 : 98-100). 
 Contoh unsur-unsur pokok tersebut seperti dalam rumusan Pasal 
368 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang diberi kualifikasi 
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pemerasan, terdapat unsur-unsur objektif dan subjektif seperti yang 
termuat dibawah ini (Adami Chazawi, 2002 : 113-114) Unsur objektif terdiri 
dari: 
a. Memaksa (tingkah laku). 
b. Seseorang (yang dipaksa). 
c. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. 
d. Agar orang: menyerahkan benda, memberi uang dan 
menghapuskan utang. Unsur subjektif terdiri dari: 
1) Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang 
lain. 
2) Dengan melawan hukum. 
 Namun dalam rumusan suatu tindak pidana, ada juga rumusan 
yang berbentuk gekwalifikasir yakni dimana hanya disebutkan nama 
kejahatannya saja disertai dengan unsur pemberatan dan geprivilegeerd 
yakni dimana hanya dicantumkan nama kejahatannya disertai dengan 
unsur peringanan. Pada dasarnya unsur pokok dalam suatu tindak pidana 
telah disebutkan dalam rumusan pada pasal yang lain sehingga pada 
rumusan yang berbentuk gekwalifikasir dan geprivilegeerd tidak 
menyebutkan kembali unsur-unsur pokoknya.  
“Contohnya seperti yang termuat dalam Pasal 363 Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana (KUHP) yang termasuk dalam 
gekwalifikasir. Pada rumusan pasal tersebut hanya disebutkan 
nama kejahatannya saja yaitu pencurian yang ditambah unsur lain 
yang memberatkan sedangkan, unsur pokoknya sebagaimana 
yang dirumuskandalam Pasal 362” (Moch.Anwar, 1986 : 15). 
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3. Tujuan dan Penggolongan tindak pidana 
 Dalam literatur berbahasa Inggris tujuan pidana biasa disingkat 
dengan tiga R dan satu D. Tiga R itu ialah Reformation, Restraint, dan 
Restribution, sedangkan satu D adalah Deterrence yang terdiri atas 
individual deterrence dan general deterrence. Reformasi berarti 
memperbaiki atau merehabilitasi penjahat menjadi orang baik dan 
berguna bagi masyarakat. Restraint maksudnya mengasingkan pelanggar 
dari masyarakat. Restribution ialah pembalasan terhadap pelanggar 
karena telah melakukan kejahatan. Deterrence berarti menjera atau 
mencegah sehingga baik terdakwa sebagai individual maupun orang lain 
yang potensial menjadi penjahat akan jera atau takut untuk melakukan 
kejahatan, melihat pidanayang dijatuhkan kepada terdakwa. 
 Yang dipandang tujuan yang berlaku sekarang ialah variasi dari 
bentuk-bentuk (Andi Hamzah, 2008:29) : 
a. Penjeraan (detterent), baik ditujukan kepada pelanggar hukum 
sendiri maupun kepada mereka yang mempunyai potensi menjadi 
penjahat. 
b.   Perlindungan kepada masyarakat dari perbuatan jahat. 
c.   Perbaikan (reformasi) kepada penjahat. 
 Menurut Lamintang (1984 : 11) pada dasarnya terdapat tiga pokok 
pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pemidanaan, 
yaitu untuk memperbaiki pribadi dari penjahatnya itu sendiri, untuk 
membuat orang jera untuk melakukan kejahatan-kejahatan lain, yakni 
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penjahat-penjahat yang dengan cara-cara lain sudah tidak dapat 
diperbaiki lagi. 
  Sedangkan menurut Sahetapy dalam Lamintang (1988 : 42) 
pemidanaan sebaiknya bertujuan pembebasan. Dijelaskan selanjutnya, 
bahwa makna pembebasan menghendaki agar si pelaku bukan saja harus 
dibebaskan dari lama pikiran yang jahat, yang keliru, melainkan ia harus 
pula dibebaskan dari kenyataan sosial dimana ia terbelenggu (Guse 
Prayudi, 2009:112). Penggolongan jenis-jenis tindak pidana di dalam 
KUHP, terdiri atas kejahatan dan pelanggaran. Penggolongan untuk 
kejahatan didalam Buku II KUHP dan pelanggaran di dalam Buku III 
KUHP. Undang-undang hanya memberikan penggolongan kejahatan dan 
pelanggaran, tetapi tidak memberikan artian yang jelas. Para pembentuk 
KUHP berusaha untuk menemukan suatu pembagian yang lebih tepat 
mengenai jenis-jenis tindakan melawan hukum, semula telah membuat 
suatu pembagian yang disebut rechtsdelicten dan wetsdelicten. Sesuai 
dengan penjelasannya di dalam MVT (Memorie VanToelichtig) pembagian 
di atas tersebut didasarkan pada sebuah asas, yaitu : 
a. Merupakan suatu kenyataan bahwa memang terdapat sejumlah 
tindakan-tindakan yang mengandung suatu “onrecht” hingga orang 
pada umumnya memandang pelaku-pelakunya pantas untuk di 
hukum, walaupun tindakan tersebut oleh undang-undang tidak 
dinyatakan sebagai tindakan-tindakan yang terlarang di dalam 
undang-undang. 
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b. Tetapi terdapat sejumlah tindakan-tindakan di mana orang pada 
umumnya baru mengetahui sifatnya dari tindakan tersebut sebagai 
tindakan-tindakan yang bersifat melawan hukum, hingga pelakunya 
dapat dihukum setelah tindakan tersebut dinyatakan sebagai 
tindakan yang dilarang di dalam undang-undang. 
 Perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran dalam KUHP ada 
kecenderungan untuk mengikuti pandangan kuantitatif, sekalipun ada 
penyimpangannya dalam beberapa hal kejahatan dan pelanggaran 
mempunyai derajat yang sama (Bambang Poernomo, 192 : 96-97). 
4. Pertanggunjawaban Pidana 
 Untuk adanya pertanggungjawaban pidana, suatu syarat yang 
diperlukan adalah si pembuat harus mampu bertanggung jawab, dengan 
lain perkataan harus ada kemampuan bertanggungjawab dari si pembuat. 
Mengenai apa yang dimaksud dengan kemampuan bertanggungjawab 
(toerekeningsvatbaarheid) ini Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 
(KUHP) tidak merumuskannya sehingga harus dicari dalam doktrin atau 
Memorie van Toelichting (MvT) (I Made Widnyana, 2010 : 58). 
 Adapun beberapa pendapat para sarjana mengenai defenisi dari 
kemampuan bertanggungjawab, diantaranya adalah sebagai berikut: 
a. Simons 
 Kemampuan bertanggungjawab dapat diartikan sebagai suatu 
keadaan psychis sedemikian, yang membenarkan adanya 
penerapan sesuatu upaya pemidanaan, baik dilihat dari sudut 
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umum maupun orangnya. Dikatakan selanjutnya, bahwa seseorang 
mampu bertanggungjawab jika jiwanya sehat, yakni apabila: 
1. Ia mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa 
perbuatannya bertentangan dengan hukum. 
2. Ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran 
tersebut. 
b. Van Hammel 
1. Kemampuan bertanggungjawab adalah suatu keadaan 
normalitas psychis dan kematangan (kecerdasan) yang 
membawa 3 (tiga) kemampuan: 
2. Mampu untuk mengerti nilai dari akibat-akibat perbuatannya  
sendiri. 
3. Mampu untuk menyadari, bahwa perbuatannya itu menurut 
pandangan masyarakat tidak dibolehkan. 
4. Mampu untuk menentukan kehendaknya atas perbuatan-
perbuatannya itu. 
c. Van Bemmelen 
 Seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan ialah orang yang 
dapat mempertahankan hidupnya dengan cara yang patut. 
 Menurut Memorie van Toelichting (MvT), tidak ada kemampuan 
bertanggungjawab pada si pembuat, apabila: 
1. Si pembuat tidak ada kebebasan untuk memilih antara berbuat dan 
tidak berbuat mengenai apa yang dilarang atau diperintahkan oleh 
undang-undang; 
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2. Si pembuat ada dalam suatu keadaan yang sedemikian rupa, 
sehingga tidak dapat menginsyafi bahwa perbuatannya itu 
bertentangan dengan hukum dan tidak dapat menentukan akibat 
perbuatannya (I Made widnyana 2010 : 59). 
 Agar seseorang dapat diminta pertanggungjawaban pidana maka 
haruslah terdapat unsur-unsur yang terdapat dalam diri si pelaku, yaitu: 
a. Adanya kemampuan bertanggungjawab 
Mengenai hal ini haruslah diambil sikap bahwa mengenai mampu 
bertanggungjawab ini adalah hal mengenai jiwa seseorang yang 
diperlukan dalam hal untuk menjatuhkan pidana dan bukan hal untuk 
terjadinya pidana. Dua keadaan jiwa yang tidak mampu 
bertanggungjawab sebagaimana disebutkan dalam Pasal 44 Kitab 
Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yakni : 
1. Karena cacat dalam pertumbuhan atau  
2. Jiwanya terganggu karena penyakit. Orang dalam keadaan jiwa 
demikian, bila melakukan tindak pidana tidak boleh dipidana (Adami 
Chazawi 2002 : 142-143). 
Untuk adanya kemampuan bertanggungjawab ini haruslah ada 2 (dua) 
persyaratan (Moeljatno, 2008 : 178) yaitu: 
1. Kemampuan untuk membeda-bedakan antara perbuatan baik    
dan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum. 
2. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut  keinsafan 
tentang baik dan buruknya perbuatan tadi. 
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b. Mempunyai Kesalahan  
Kesalahan dalam arti luas meliputi :  
1. Sengaja (Opzet) 
Menurut Van Hattum sengaja (opzet) secara ilmu bahasa berarti 
maksud (ogmerk), dalam arti tujuan dan kehendak menurut istilah 
undang-undang, opxettelijk (dengan sengaja) diganti dengan 
willens en wetens (menghendaki dan mengetahui). (Andi Hamzah 
1994 : 109). 
  Secara tradisional dikenal tiga jenis sengaja:  
a) Sengaja sebagai maksud (opzet als oogmerk) 
b) Sengaja dengan kesadaran tentang kepastian (opzet met 
bewutheid van zekerheid of noodzakelijkheid) 
c) Sengaja dengan kesadaran kemungkinan sekali terjadi (opzet 
met waarschijnlijkheids be wustzjin) 
2. Kelalaian (Culpa) 
Undang-undang tidak memberi definisi apakah kelalaian itu hanya 
memori penjelasan mengatakan bahwa kelalaian (culpa) terletak 
antara sengaja dan kebetulan. Dalam memori jawaban Pemerintah 
mengatakan bahwa siapa yang melakukan kejahatan dengan 
sengaja berarti mempergunakan salah satu kemampuannya 
sedangkan siapa karena salahnya (culpa) melakukan kejahatan 
berarti tidak mempergunakan kemampuan yang ia harus 
mempergunakannya. Van Hammel membagi culpa atas dua jenis : 
a) Kurang melihat kedepan yang perlu  
b) Kurang hati-hati yang perlu. 
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B. Ketentuan Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga 
 Dasar Hukum Tindak Pidana dalam Rumah Tangga: 
1. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan   
Kekerasan Dalam Rumah Tangga 
2. Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan  
3. Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia 
(HAM) 
4. Undang Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan 
Konevensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi 
terhadap Wanita. 
 
C. Tindak kekerasan Dalam Rumah Tangga 
1. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga 
 Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan 
terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya 
kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologi, dan/atau 
penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan 
perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan 
hukum dalam lingkup rumah tangga (Vide Pasal 1 angka 1 UU PKDRT). 
Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah jaminan yang 
diberikan oleh Negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam 
rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan 
melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga. 
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 Perlu diketahui bahwa batasan pengertian Penghapusan 
Kekerasan Dalam Rumah tangga (PKDRT) yang terdapat di dalam 
Undang-undang No.23 tahun 2004, adalah ; 
“setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang 
berakibat timbulnya kesengsaraan, atau penderitaan secara fisik, 
seksual psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga, termasuk 
ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau                                      
perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup 
rumah tangga” (vide, pasal 1 ayat 1 ). 
 
 Di Negara-negara yang mempunyai Undang-undang khusus 
kekerasan domestik (dalam rumah tangga) atau kekerasan terhadap 
perempuan, kejahatan ini dapat dibawa ke pengadilan dan mereka yang 
menjadi korban difasilitasi dalam proses hukum khusus dalam menuntut 
hak-hak dan kompensasi yang dibutuhkannya. Dalam usulan rancangan 
Undang-undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang disusun oleh 
sejumlah lembaga swadaya masyarakat, pengertian kekerasan dalam 
rumah tangga dirumuskan sebagai : 
“Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan yang 
dilakukan seseorang atau beberapa orang terhadap orang lain, 
yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau 
penderitaan secara fisik, seksual dan atau psikologis, termasuk 
ancaman perbuatan tertentu, pemaksaan atau perampasan 
kemerdekaan secara sewenang-wenang atau penekanan secara 
ekonomis, yang terjadi dalam lingkup rumah tangga” (Achie Sudiarti 
Luhulima, 2000:108). 
 
2. Bentuk-bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga 
 Adapun bentuk KDRT seperti yang disebut di atas dapat dilakukan 
suami terhadap anggota keluarganya dalam bentuk : 
a. Kekerasan fisik, yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka 
berat. 
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b. Kekerasan psikis, yang mengakibatkan rasa ketakutan, hilangnya rasa    
percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak, dll. 
c. Kekerasan seksual, yang berupa pemaksaan seksual dengan cara 
tidak wajar, baik untuk suami maupun untuk orang lain untuk tujuan 
komersial, atau tujuan tertentu dan, penelantaran rumah tangga yang 
terjadi dalam lingkup rumah tangganya, yang mana menurut hukum 
diwajibkan atasnya.  
 Selain itu penelantaran juga berlaku bagi setiap orang yang 
mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi 
dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah, 
sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut (Guse Prayudi, 
2009:37). 
 
D. Penelantaran dalam Lingkup Rumah Tangga 
1. Pengertian Penelantaran Dalam Lingkup Rumah Tangga 
 Secara umum yang dimaksud dengan Penelantaran Orang adalah 
perbuatan menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangga, padahal 
menurut hukum yang berlaku bagi yang bersangkutan atau karena 
persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, 
atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Penelantaran juga berlaku bagi 
setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara 
membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di 
luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut (Ps 5 
jo Ps 9). 
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 Pengertian menelantarkan adalah kelalaian dalam memberikan 
kebutuhan hidup pada seseorang yang memiliki kebergantungan kepada 
pihak lain, khususnya dalam lingkungan rumah tangga (Achie Sudiarti 
Luhulima, 2000:68). Kurangnya menyediakan sarana perawatan 
kesehatan, pemberian makanan, pakaian dan perumahan yang sesuai 
merupakan factor utama dalam menentukan adanya penelantaran. 
 Dalam tindak pidana penelantaran orang ini berupa penelantaran 
terhadap istri dan anak yang mana tidak memberikan nafkah lahir dan 
batin sebagaimana kewajiban seorang suami terhadap isterinya dalam 
ikatan perkawinan. Dalam proses pembentukan Undang-undang 
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga muncul wacana untuk 
mengkostruksikan dalam lingkup rumah tangga termasuk di dalamnya 
adalah pasangan atau mantan pasangan di dalam maupun di luar 
perkawinan yakni seperti tersebut dalam Usulan perbaikan atas 
Rancangan Undang-Undang Anti KekerasanDalam Rumah Tangga dari 
Komnas perempuan. 
2. Orang-orang yang termasuk dalam Lingkup Rumah Tangga 
 Mengingat Undang-undang tentang Kekerasan Dalam 
RumahTangga merupakan hukum publik yang didalamnya ada ancaman 
pidana penjara atau denda bagi yang melanggarnya, maka masyarakat 
luas khususnya kaum lelaki, dalam kedudukan sebagai kepala keluarga 
sebaiknya mengetahui apa itu kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). 
 Adapun tentang siapa saja yang termasuk dalam lingkup rumah 
tangga, adalah : 
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a. Suami isteri atau mantan suami isteri; 
b. Orang tua dan anak-anak; 
c. Orang-orang yang mempunyai hubungan darah; 
d. Orang yang bekerja membantu kehidupan rumah tangga orang lain 
yang menetap di sebuah rumah tangga; 
e. Orang yang hidup bersama dengan korban atau mereka yang masih 
atau pernah tinggal bersama (yang dimaksud orang yang hidup 
bersama adalah pasangan hidup bersama atau beberapa orang tinggal 
bersama dalam satu rumah untuk jangka waktu tertentu). 
“Yang dimaksud dengan isteri atau suami atau mantan isteri/suami 
adalah meliputi isteri atau suami atau mantan isteri/suami de jure 
yakni seseorang yang telah melakukan perkawinan sesuai dengan 
ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta meliputi isteri 
atau suami atau mantan isteri/suami de facto yaitu, seseorang yang 
telah melakukan perkawinan sesuai dengan agama atau adat 
istiadat pihak-pihak yang berkaitan, walaupun perkawinan itu tidak 
didaftarkan atau tidak dapat didaftarkan di bawah undang-undang 
tertulis (Achie Sudiarti Luhulima, 2000:110).” 
 
 Pelaku adalah seseorang atau beberapa orang yang melakukan 
tindak kekerasan dalam rumah tangga. Korban adalah orang yang 
mengalami tindak kekerasan dalam lingkup rumah tangga. Tindak pidana 
Kekerasan Dalam Rumah Tangga itu sangat bermacam-macam jenisnya, 
dan dalam penelitian ini akan membahas masalah penelantaran orang 
dalam lingkup rumah tangga, yaitu isteri dan anak, yang mana 
dipengaruhi oleh faktor ekonomi. Dalam UU No. 23 Tahun 2004, terutama 
pasal 49 diatur ancaman hukuman bagi pelaku tindak pidana 
penelantaran orang lain dalam lingkup rumah tangga yaitu Dipidana 
dengan pidana penjara paling lama 3(tiga) tahun atau denda paling 
banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setiap orang yang: 
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a. Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya    
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1). 
b. Menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 
ayat (2). 
 Rumah tangga menunjuk suatu kelompok yang hidup dalam satu 
rumah dan satu dapur. Kelompok orang tersebut biasanya terdiri atas 
ayah/ibu/anak, dan terkadang ditambah dengan seorang pembantu rumah 
tangga. Rumah tangga merupakan unit terkecil dari masyarakat. 
Terciptanya rumah tangga yang bahagia, kekal dan rukun merupakan 
dambaan semua orang, namun pada tataran aplikatif tidak mudah 
mewujudkannya. Hal ini terbukti karena sampai saat ini masih banyak 
ditemui kasus tindak kekerasan dalam rumah tangga. Tindak kekerasan 
tersebut bisa terjadi terhadap fisik, psikis dan dalam hubungan seksual. 
 
E. Peraturan Perundang-Undangan tentang Penelantaran Dalam 
Lingkup Rumah Tangga 
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang  Penghapusan 
Kekerasaan dalam Rumah Tangga 
 Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan 
terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya 
kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologi, dan/atau 
penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan 
perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan 
hukum dalam lingkup rumah tangga. Sedangkan Penghapusan Kekerasan 
dalam RumahTangga adalah jaminan yang diberikan oleh Negara untuk 
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mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi 
korban kekerasan dalam rumah tangga (Vide Pasal 1 angka 2, Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2004). Tindak pidana penelantaran orang dalam 
lingkup rumah tangga diatur dalam Pasal 9 ayat 1 Undang-undang Nomor 
23 Tahun 2004 yang berbunyi : 
1) “Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah 
tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau 
karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, 
perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. 
2) “Penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku 
bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi 
dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang 
layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah 
kendali orang tersebut”. 
 
 Sanksi dan ancaman hukuman bagi orang yang melakukan tindak 
pidana penelantaran orang dalam lingkup rumah tangga seperti yang 
tertuang dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 49 adalah: 
“Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau 
denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setiap 
orang yang : 
1. Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1); 
2. Menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 
ayat (2)”. 
 
2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 
Anak 
 Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan Anak adalah 
seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak 
yang masih dalam kandungan. Perlindungan anak adalah segala kegiatan 
untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, 
tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan 
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harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari 
kekerasan dan diskriminasi.  
 Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari 
suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu 
dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau 
kebawah sampai dengan derajat ketiga. Orang tua adalah ayah dan/atau 
ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat. 
Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara 
wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial. Perlindungan khusus 
adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, 
anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan 
terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak 
yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan 
narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak 
korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik 
fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban 
perlakuan salah dan penelantaran. 
3. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 
 Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur mengenai 
sanksi dan ancaman pidana bagi orang yang melakukan tindak pidana 
penelantaran orang terutama di dalam Bab XV tentang meninggalkan 




Pasal 304 :  
“Barangsiapa dengan sengaja menempatkan atau membiarkan 
seorang dalam keadaan sengsara, padahal menurut hokum yang 
berlaku baginya atau karena persetujuan, dia wajib memberi 
kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang itu, 
diancam dengan pidana penjara paling lama duatahun delapan 
bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah”. 
 
Pasal 305 :  
“Barangsiapa menempatkan anak yang umurnya belum tujuh tahun 
untuk ditemu, atau meninggalkan anak itu, dengan maksud untuk 
melepaskan diri darinya, diancam dengan pidana penjara paling 
lama lima tahun enam bulan”. 
 
4. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 
 Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada 
hakikat dan keberadaan manusia sebagai Makhluk Tuhan Yang Maha Esa 
dan merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan 
dilindungi oleh negara hukum, Pemerintahan, dan setiap orang demi 
kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Kewajiban 
dasar manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak 
dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksana dan tegaknya hak asasi 
manusia. Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau 
pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada 
pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, 
golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan 
politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan 
pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan 
kebebasan dasar dalam kehidupan baik individu maupun kolektif dalam 
bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan 
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lainnya. Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan 
belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam 
kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya. 
 Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan 
seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja 
maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum 
mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi 
manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-
undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak memperoleh 
penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum 
yang berlaku. Dalam Undang-undang nomor 39 tahun 1999, dikatakan 
bahwa Seseorang istri selama dalam ikatan perkawinan mempunyai hak 
dan tanggung jawab yang sama dengan suaminya atas semua hal yang 
berkenaan dengan kehidupan perkawinannya, hubungan dengan anak-
anaknya, dan hak pemilikan serta pengelolaan harta bersama (Vide Pasal 
51 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999). Di dalam Pasal 57 
Undang-Undang Nomor39 Tahun 1999, berisi bahwa: 
1. “Setiap anak berhak untuk dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, 
diarahkan, dan dibimbing kehidupannya oleh orang tua atau 
walinya sampai dewasa dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. 
2. Setiap anak berhak untuk mendapatkan orang tua angkat atau wali 
berdasarkan putusan pengadilan apabila kedua orang tua telah 
meninggal dunia atau karena suatu sebab yang sah tidak dapat 
menjalankan kewajibannya sebagai orang tua. 
3. Orang tua angkat atau wali sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) 




Sedangkan di dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 
1999 berbunyi : 
1. “Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari 
segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan 
buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang 
tua atau walinya, atau pihak lain maupun yang bertanggung jawab 
atas pengasuh anak tersebut. 
2. Dalam hal orang tua, wali, atau pengasuh anak melakukan segala 
bentuk penganiayaan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan 
buruk,dan pelecehan seksual termasuk pemerkosaan, dan atau 
pembunuhan terhadap anak yang seharusnya dilindungi, maka 
harus dikenakan pemberatan hukuman”. 
 
F. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan 
1. Pertimbangan Yuridis 
 Pertimbangan hakim dalam aspek yuridis memberikan dampak 
yang sangat besar dalam putusan yang diputuskan oleh hakim. 
Pertimbangan yuridis menguraikan unsur-unsur dari suatu tindak pidana 
perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi dan sesuai dengan tindak 
pidana yang didakwakan oleh Jaksa/Penuntut umum berdasarkan fakta-
fakta dan bukti-bukti yang telah didapatkan sesuai dengan alat bukti Pasal 
184 KUHAP. Alat buktinya berupa: 
a. Keterangan saksi; 
b. Keterangan ahli; 
c. Bukti surat; 
d. Petunjuk; 
e. Keterangan terdakwa 
 Dalam praktik peradilan, sebelum pertimbangan-pertimbangan 
yuridis dibuktikan dan dipertimbangkan, maka Hakim terlebih dahulu akan 
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menarik fakta-fakta dalam persidangan beriorentasi pada dimensi tentang 
locus dan tempus delicti, modus operandi bagaimanakah tindak pidana 
tersebut dilakukan, penyebab atau latar belakang mengapa terdakwa 
sampai melakukan tindak pidana, kemudian bagaimanakah akibat 
langsung dan tidak langsung dari perbuatan terdakwa dalam melakukan 
tindak pidana, serta hal-hal penting dibalik peristiwa tersebut. 
 Apabila terhadap unsur-unsur dari tindak pidana yang di dakwakan 
terhadap pelaku terbukti sesuai fakta-fakta dan bukti-bukti yang 
didapatkan, maka pernyataan hakim dalam putusan menjatuhkan 
hukuman kepada pelaku sesuai perbuatannya. Sedangkan apabila 
terhadap unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan tidak terbukti, 
haruslah ada pernyataan Hakim dalam putusan agar terdakwa dibebaskan 
dari dakwaan. 
 Sebelum hakim menjatuhkan hukuman atas terdakwa, maka 
terlebih dahulu juga dipertimbangkan “hal-hal yang memberatkan” dan 
“hal-hal yang meringankan”. Pertimbangan Hakim sendiri terdiri atas dua 
pokok yaitu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan. 
Hal-hal yang memberatkan adalah sesuatu yang dapat menjadi alasan 
sehingga sanksi yang dijatuhkan haruslah menimbulkan efek jera. 
Sedangkan, hal yang meringankan adalah setiap hal yang dapat menjadi 
dasar alasan bagi Hakim agar pada putusannya, sanksi yang didakwakan 




2. Pertimbangan Non yuridis (Sosiologis) 
 Jika hakim menjatuhkan pidana harus dalam rangka menjamin 
tegaknya kebenaran, keadilan, dan kepastian hukum bagi seseorang. 
Jadi, bukan hanya balas dendam, rutinitas pekerjaan mampu bersifat 
formalitas. Memang apabila kita kembali pada tujuan hukum acara pidana, 
secara sederhana adalah untuk menemukan kebenaran materil. Bahkan 
sebenarnya tujuannya lebih luas yaitu tujuan hukum acara pidana adalah 
mencari dan menemukan kebenaran materil itu hanya merupakan tujuan 
antara. Artinya ada tujuan akhir yaitu yang menjadi tujuan seluruh tertib 
hukum Indonesia, dalam hal itu mencapai suatu masyarakat yang tertib, 
tentram, damai, adil dan sejahtera.  
 Ada dua faktor yang harus diperhatikan oleh hakim sebagai dasar 
pertimbangan sosiologis dalam menjatuhkan pidana, yaitu hal-hal yang 
meringankan dan memberatkan. Faktor-faktor yang meringankan antara 
lain, terdakwa masih muda atau sudah terlalu tua untuk menjalani 
hukuman, berlaku sopan dan mengakui perbuatannya. Faktor-faktor yang 
memberatkan yaitu memberikan keterangan yang berbelit-belit, tidak 
mengakui perbuatannya, meresahkan masyarakat, merugikan negara, 
dan sebagainya.(Bambang waluyo, 2000: 89) 
 Faktor-faktor yang meringkankan merupakan refleksi sikap yang 
baik dari terdakwa dan faktor yang memberatkan dinilai sebagai sifat yang 
jahat dari terdakwa. Hal ini diatur dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang 
Nomor 4 tahun 2004 yang menyatakan bahwa mempertimbangan berat 
ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan 
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jahat dari terdakwa. Berkaitan dengan hal itu, penjelasan Pasal 28 ayat (2) 
menegaskan sebagai berikut bahwa sifat-sifat yang jahat maupun yang 
baik dari terdakwa wajib diperhatikan hakim dalam mempertimbangkan 
pidana yang akan dijatuhkan. Keadaan pribadi seseorang perlu 
diperhitungkan untuk memberi pidana yang setimpal dan seadil-adilnya. 
Keadaan pribadi tersebut dapat diperoleh dari keterangan orang-orang 








A. Lokasi Penelitian 
 Dalam penyusunan skripsi ini, penelitian dilakukan dengan 
mengambil lokasi di Pengadilan Negeri Sungguminasa. Alasan mengambil 
lokasi di Pengadilan Negeri Sungguminasa disebabkan hubungan judul 
skripsi yang dianggap bersesuaian penuh dengan tempat penelitian. 
 
B. Jenis dan Sumber Data 
 Jenis penelitian dalam Penulisan hukum ini adalah penelitian 
hukum normatif yang didukung dengan penelitian lapangan. Penelitian 
hukum normatif adalah penelitian yang mengkaji norma-norma yang 
berlaku meliputi Undang-Undang yang mempunyai relevansi dengan 
permasalahan sebagai bahan hukum sumbernya. Penelitian hukum ini 
juga memerlukan data yang berupa tulisan dari para ahli atau pihak yang 
berwenang serta sumber-sumber lain yang memiliki relevansi dengan 
permasalahan yang diteliti. 
 Penulis juga menggunakan penelitian lapangan. Penelitian 
lapangan disini tidak seperti penelitian hukum empiris, namun penelitian 
hukum dalam hal ini adalah penelitian yang dilakukan secara langsung 
dengan pihak atau instansi yang terkait dengan permasalahan yang 
diteliti, yaitu penelitian hukum yang dilakukan di Pengadilan Negeri 
Sungguminasa dan Kejaksaan Negeri Gowa. Penelitian hukum ini 
dilakukan dalam bentuk suatu wawancara untuk mendapatkan informasi 
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yang akurat dari para pihak yang memiliki hubungan dengan 
permasalahan yang ada. 
 Adapun jenis data yang diperoleh baik melalui penelitian lapangan 
maupun metode penelitian kepustakaan dapat di bedakan menjadi dua 
jenis, yaitu: 
1. Data Primer  
Yaitu data yang diperoleh langsung melalui wawancara dengan Hakim 
Pengadilan Negeri Sungguminasa. 
2. Data Sekunder 
Yaitu data yang dikumpulkan melalui studi kasus pada putusan No. 
228/Pid.B/2014/PN.Sgm. 
 
C. Teknik Pengumpulan Data 
1. Metode Penelitian 
Pengumpulan data dilakukan dengan 2 (dua) cara yakni melalui 
metode Penelitian Kepustakaan dan metode Penelitian Lapangan : 
a. Studi Kepustakaan (Library Research) 
 Yaitu suatu cara untuk memperoleh bahan-bahan keterangan dari 
literature, undang-undang daan bahan-bahan lain yang berhubungan 
dengan penyusunan skripsi. 
b. Penelitian Lapangan (Field Research) 
 Penelitian ini dilakukan untuk mengumpulkan data primer  secara 
langsung pada objek-objek atau sumber data untuk mendapatkan data 
yang akurat dan objektif, maka dilaksanakan penelitian lapangan 
dengan mengadakan wawancara mendalam, yaitu cara pengumpulan 
36 
data dengan tanya jawab sepihak yang dilakukan secara sistematis 
dan mendalam terhadap responden kunci (Hakim Pengadilan Negeri) 
sesuai dengan tujuan pengadilan. 
2. Metode Pengumpulan Data 
a. Wawancara (Interview), yaitu penulis mengadakan Tanya jawab 
langsung dengan pihak-pihak yang terkait langsung dengan masalah 
yang dibahas. 
b. Dokumentasi, yaitu penulis mengumpulkan data dengan cara mencatat 
dan mengamati dokumen-dokumen (arsip) yang berkaitan dengan 
permasalahan yang akan dikaji. 
 
D. Teknik Analisis Data 
 Data yang diperoleh dari data primer dan data sekunder akan 
diolah dan dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif adalah analisis 
terhadap data verbal dan data angka secara deskriptif dengan 
menggambarkan keadaan-keadaan yang nyata dari objek yang akan 
dibahas dengan pendekatan yurudis formal dan mengacu pada doktrinal 
hukum. Data yang bersifat kualitatif yakni yang digambarkan dengan kata-






HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Penerapan Hukum Pidana Materiil Terhadap Kasus Tindak 
Pidana Penelantaran Dalam Lingkup Rumah Tangga 
 Sebelum penulis menguraikan mengenai penerapan hukum pidana 
materiil dalam kasus putusan No.228/Pid.B/2014/PN.Sgm, maka perlu 
diketahui terlebih dahulu posisi kasus dan penjatuhan putusan oleh 
majelis hakim dengan melihat acara pemeriksaan biasa pada Pengadilan 
Negeri Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara ini. 
1. Posisi Kasus 
Terdakwa H. Muslimin Bin Patadang, adapun hari, tinggal korban 
Pr. Dra. Indrawati Haris sudah tidak ingat namun sekitar bulan Maret 2013 
atau setidak-tidaknya dalam tahun 2013, bertempat diperumahan Graham 
Kalegowa e5 No.18 Kel. Mangalli Kec.Pallangga, Kab.Gowa atau setidak-
tidaknya pada suatu tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan 
Negeri Sungguminasa, telah menelantarkan orang lain yakni Dra.Indrawati 
Haris (istri dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 9 ayat (1),yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai 
berikut : 
 Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Pada hari 
Minggu tanggal 03 Oktober 2004 Pernikahan terjadi antara korban dengan 
terdakwa secara sah dengan dengan didasari rasa saling mencintai 
dengan Bukti sah yang dimiliki adalah kutipan buku/akta nikah bernomor 
483/21/XI/2004, dan dari pernikahan tersebut, korban mengambil anak 
angkat 2 orang putri. 
 Sekitar tahun 2012 korban dan terdakwa sering bertengkar dengan 
permasalahan bahwa terdakwa tidak terbuka masalah keuangan, 
kemudian pada saat pertengkaran terjadi, terdakwa kemudian kedapur 
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mengambil sebilah parang lalu memarangi meja makan sambil 
mengatakan” saya akan hancur-hancurkan barangmu”, tetapi korban 
langsung menghalangi dan memegang tangan korban sambil berkata 
”jangan rusak barang-barang saya” kemudian terdakwa menaruh kembal 
iparangnya didapur kemudian korban mengambil parang tersebut dan 
menyembunyikannya. 
 Selain permasalah keuangan, permasalah baru pun terjadiyakni 
hadirnya orang ketiga, yakni terdakwa menikah lagidengan pr.Irma Yunita 
tanpa seijin dan sepengetahuan korban, pernikahan tersebut terdakwa 
lakukan secara siri tanpa melalui catatan sipil, Pernikahan tersebut terjadi 
sekitar tahun 2013. 
 Pada bulan maret 2013 saat itu korban bertengkar dengan 
terdakwa diatas mobil, korban keberatan dengan terdakwa karena 
terdakwa tidak ingin membawa korban kerumah orangtuanya dengan 
alasan bahwa korban mempunyai sifat tidak baik, dan korban pun 
keberatan lalu terjadilah pertengkaran mulut, dan keesokan harinya 
karena korban takut terjadinya kekerasan fisik, maka saat itu korban 
menyarankan pada terdakwa untuk pergi dari rumah dan tinggal dirumah 
saudaranya, karena pada itu terdakwa belum mempunyai penghasilan 
tetap sedangkan terdakwa mempunyai tanggungjawab untuk menafkahi 
korban (istri ) dan kedua putrinya yang 
semakin hari semakin membutuhkan banyak biaya, dan pada saat 
korban pulang kantor, terdakwa sudah tidak berada lagi dirumah lalu 
korban memeriksa pakaian terdakwa dilemari pakaian ternyata sudah 
dibawa semua, dan terdakwa pun tidak pernah kembali sampai sekarang. 
 Sekitar bulan Maret 2013 sampai sekarang, terdakwa tidak lagi 
memberikan biaya hidup baik kepada korban (isterinya) maupun kepada 
kedua anaknya, sehingga korban sendiri yang memenuhi kebutuhan 
sehari-hari beserta kedua anak-anaknya, karena terdakwa pergi 
meninggalkan rumah dan tidak pernah kembali sampai sekarang sehingga 
korban dan kedua anaknya merasa telah ditelantarkan oleh terdakwa dan 
tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir batin kepada korban selaku istri 
yang sah. 
 
2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum 
 Dasar pembuatan surat dakwaan harus berpedoman dari berita 
acara pemeriksaan yang sudah dikualifikasi tindak pidananya oleh 
penyidik. Dalam membuat surat dakwaan pertama-tama yang harus dilihat 
hasil pemeriksaan, dan pasal berapa tindak pidana yang dilanggar. 
Apabila jaksa penuntut umum menyetujui pasal yang dilanggar yang 
dicantumkan  dalam berita acara menentukan pasal sendiri yang 
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digunakan, jaksa penuntut umum segera melihat dan mempelajari pasal 
yang dilanggar dalm KUHP atau Undang-undang yang lain, apabila sudah 
paham atas bunyi pasal tersebut lalu menentukan unsur pasal tindak 
pidana yang dilanggar. Sesudah itu dicari apa yang dimaksud dari tiap 
unsur tersebut. Tiap unsur dari tindak pidana itu apakah sesuai dengan 
perbuatan materil yang terdapat dalam berita acara (Suharto,1997:33). 
 Jaksa penuntut umum yang melakukan tugas penuntutan membuat 
surat dakwaan berdasarkan berita acara yang diajukan oleh penyidik 
untuk dilanjutkan ke tahap pemeriksaan di sidang pengadilan. 
 Terdakwa H.Muslimin Bin Patadang didakwakan dengan dakwaan 
tunggal oleh jaksa penuntut umum. Adapun dakwaan jaksa penuntut 
umum dalam Putusan Nomor 228/Pid.B/2014/PN.Sgm, adalah sebagai 
berikut: 
 Dakwaan Tunggal:  
bahwa perbuatan terdakwa H.Muslimin Bin Patadang tersebut 
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 huruf a Undang-
undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan  
Kekerasan Dalam Rumah Tangga. 
 Unsur-unsur tindak pidana pada Pasal 49a Undang-undang Nomor 
23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, 
yaitu: 
a. Unsur Subyektif: 
    Setiap Orang  
 Bahwa pengertian Unsur “setiap orang” adalah menunjuk kepada 
orang perseorangan sebagai subjek hukum yang dapat dimintai 
pertanggungjawaban atas segala perbuatannya. 
 Bahwa di persidangan Jaksa penuntut umum telah menghadapkan 
terdakwa yang identitasnya bersesuaian dengan identitas terdakwa dalam 
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surat dakwaan oleh karena itu mengenai orang yang didakwa oleh Jaksa 
penuntut umum sudah benar yakni terdakwa H.Muslimin BinPatadang. 
 Bahwa selama pemeriksaan perkaranya majelis hakim menilai 
terdakwa sehat jasmani dan rohani oleh karena itu terdakwa dinilai 
mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya. 
 Bahwa dari pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim 
berpendapat bahwa unsur“setiap orang”telah terpenuhi menurut hukum. 
 
b. Unsur obyektif 
Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya 
sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 9 ayat 1 
 Bahwa pengertian menelantarkan adalah setiap orang yangtidak 
menjalankan Tanggung Jawabnya sebagai kepala rumah tangga dalam 
Lingkup Rumah Tangganya yang mempunyai kewajiban memperhatikan, 
memelihara, menafkahi, melindungi sebagian atau seluruh keluarganya 
dengan sebaik-baiknya menurut Agama dan Hukum yang berlaku. 
 Bahwa berdasarkan fakta persidangan Terdakwa H.Muslimin Bin 
Patadang telah menikah dengan saksi Dra.Indrawati sejak tanggal 3 
Oktober 2004 di Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa. 
 Bahwa perkawinan Terdakwa dan saksi Indrawati berjalan baik 
tanpa ada masalah. 
 Bahwa sekitar pertengahan tahun 2013 terdakwa dan saksi 
Indrawati bertengkar dan berujung Terdakwa meninggalkan rumah dan 
meninggalkan pula isterinya tanpa memberitahukan kemana perginya 
bahwa perkawinan terdakwa dan saksi Indrawati tidak dikaruniai anak. 
 Bahwa terdakwa pernah 1 (satu) kali memberikan amplop berisi 
uang kepada saksi Indrawati melalui saksi Ridwan namun saksi Indrawati 
menolak amplop tersebut karena saksi Indrawati curiga kepada terdakwa 
yang mendapatkan uang tersebut dengan cara tidak halal. 
 Bahwa Terdakwa selama kepergiannya tidak pernah 
lagimemberikan nafkah kepada isterinya saksi Indrawati. 
 Bahwa gugatan perceraian antara terdakwa dan saksiIndrawati 
telah dalam proses namun belum berkekutan hukum tetap (Incraht). 
 Bahwa Terdakwa telah pula menikah dengan perempuan Irma di 
bulan Maret 2014 tanpa sepengetahuan isterinya saksi Indrawati. 
 Bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penasihat Hukum 
Terdakwa bahwa korban saksi Dra.Indrawati tidaklah terlantar sehingga 
terdakwa tidak terbukti menelantarkan korban, Majelis Hakim berpendapat 
bahwa Pengertian menelantarkan adalah Setiap orang yang tidak 
menjalankan tanggungjawabnya sebagai Kepala Rumah Tangga dalam 
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Lingkup Rumah tangganya yang mempunyai kewajiban memperhatikan, 
memelihara, menafkahi, melindungi sebagian atau seluruh keluarganya 
dengan sebaik-baiknya menurut Agama dan Hukum yang berlaku, 
berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa sejak tahun 
2013 terdakwa tidak lagi menjalankantanggungjawabnya sebagai suami, 
sehingga ”unsur menelantakan orang laindalam lingkup rumah 
tangganya ” ini telah terbukti dan terpenuhi. 
 
c. Alat bukti 
 Alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan 
suatu perbuatan, dimana dengan alat bukti tersebut, dapat dipergunakan 
sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas 
kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh 
terdakwa (Hari Sasangka,2003: 11). 
 Alat bukti yang diajukan jaksa penuntut umum di persidangan pada 
perkara yang melibatkan terdakwa H. Muslimin Bin Patadang, yaitu: 
1. Alat bukti keterangan saksi  
a. Saksi Dra.Indrawati Haris Binti Haris dibawah sumpah pada 
pokoknya menerangkan sebagai berikut: 
 Bahwa terdakwa telah melakukan penelantaran dalam lingkup 
keluarga dan yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri; 
 Bahwa awal kejadiannya yaitu sekira bulan Maret 2013 sejak 
terdakwa meninggalkan Rumah di Perumahan Graha Kali Gowa E5 
No.18 Kelurahan Mangalli Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa; 
 Bahwa penyebab penelantaran tersebut karena saksi dan terdakwa 
sering bertengkar diakibatkan adanya pihak ketiga/perempuan lain 
yang saksi curigai karyawan terdakwa sendiri; 
 Bahwa pada tahun 2009 terdakwa sering tidak pulang kerumah dan 
menghabiskan waktunya diluar rumah; 
 Bahwa pekerjaan terdakwa adalah pengawas cleaning service 
pada rumah sakit wahidin sudiro husodo; 
 Bahwa penghasilan terdakwa tidak tentu, kadang 4 (empat) juta 
kadang 8 (delapan) jutaan; 
  Bahwa terdakwa pernah memberikan sebuah amplop melalui adik 
saksi yaitu saksi Ridwan Bin Haris tetapi amplop tersebut tidak 
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saksibuka dan menyuruh adik saksi untuk mengembalikan kepada 
terdakwa karena saksi mengetahui bahwa terdakwa mendapatkan 
uang tersebut dengan cara yang tidak halal; 
 Bahwa amplop tersebut tidak tertera slip gaji; 
 Bahwa saat itu saksi dan terdakwa masih berstatus suami isteri 
karena proses perceraian di pengadilan Agama belum incraht; 
 Bahwa saksi sudah tidak mencintai terdakwa lagi; 
 Bahwa perkawinan saksi dan terdakwa tidak dianugerahi anak; 
 Bahwa terdakwa memiliki 5 (lima) orang anak dari isteri 
pertamanya; 
 Bahwa terdakwa sering memberikan uang kepada anak-anaknya 
namun saksi tidak keberatan; 
Bahwa saksi merupakan karyawan salah satu hotel dan posisi saksi 
dibagian personalia; 
 
b. Saksi Ridwan Haris dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan 
sebagai berikut: 
 Bahwa saksi mengetahui adanya penelantaran dalam lingkup 
rumah tangga yang dilakukan oleh terdakwa dan yang menjadi 
korbannya adalah kakak saksi yaitu saksi Dra Indrawati; 
 Bahwa kejadian penelantaran tersebut pada sekira bulanMaret 
2013 bertempat di perumahan Graha Kalegowa E5 No.8 
Kelurahan Mangalli Kecamatan Palangga Kabupaten Gowa; 
 Bahwa saksi Dra Indrawati pernah cerita kepada saksi bahwa 
sering bertengkar karena ada pihak ketiga dan sering tidak 
pulang kerumah nginap; 
 Bahwa terdakwa pernah menitipkan amplop kepada saksi untuk 
diberikan kepada saksi Dra.Indrawati namun ditolaknya; 
  Bahwa dalam amplop tersebut tidak ada slip gaji terdakwa; 
 Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan; 
 
c. Saksi Bertha Rande dibawah Janji pada pokoknya menerangkan 
sebagai berikut: 
 Bahwa yang menjadi korban penelantaran adalah saksi Indrawati; 
 Bahwa saksi mengetahuinya karena sekitar bulan Mei 2013 saksi 
kerumah saksi Indrawati bermalam karena ada pekerjaan kantor 
kami yang harus di selesaikan secepatnya, saat itu saksi tidak 
melihat suami saksi Indrawati karena mereka telah bertengkar dan 
suami saksi pergi meninggalkan rumah; 
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 Bahwa terdakwa pernah menyuruh saksi untuk menemani isterinya 
dirumah; 
 Bahwa permasalahan terdakwa dan saksi Indrawati karena adanya 
pihak ketiga atau perempuan lain; 
 Bahwa saksi tidak pernah melihat terdakwa di usir dari rumah; 
 Bahwa terdakwa dan saksi Indrawati sudah 9 (sembilan) tahun 
menikah namun belum dikaruniai anak; 
 Bahwa terdakwa mempunyai 5 (lima) orang anak dari isteri 
pertamanya; 
 Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan; 
 
2. Alat bukti keterangan terdakwa 
 Bahwa terdakwa menerangkan dirinya telah melakukan 
penelantaran terhadap isterinya yakni saksi Indrawati sejak tahun 
2013 karena telah meninggalkan rumah di perumahan Graha 
Kalegowa E5 No.18 Kelurahan Mangalli Kecamatan Palangga 
Kabupaten Gowa; 
  Bahwa terdakwa menikah dengan saksi Indrawati sekitar bulan 
Oktober tahun 2005 namun tidak memiliki anak darinya; 
  Bahwa sejak terdakwa meninggalkan rumah, terdakwa tidak 
pernah lagi pulang karena terdakwa telah kembali tinggal di rumah 
orang tua terdakwa; 
 Bahwa terdakwa pernah memberikan Uang kepada saksi Indrawati 
namun di tolaknya; 
 Bahwa terdakwa telah menikah lagi dengan perempuan Irma sejak 
bulan Maret 2014; 
 Bahwa terdakwa sudah tidak ada niat untuk kembali kepada saksi 
Indrawati; 
 Bahwa penyebab penelantaran terhadap isteri terdakwa yakni saksi 
Indrawati karena seringnya terjadi pertengkaran dan saksi Indrawati 
pernah menelpon keponakan terdakwa dengan mengatakan 
“ambilmi Om mu karena saya sudah capek pelihara”; 
 Bahwa Terakhir kali Terdakwa bertengkar dengan saksi 
Indrawati,saat itu saksi Indrawati mengatakan kepada terdakwa 
“jangan lagi ko kembali kerumah, ini jam ini menit kamu pulang 
kerumah saya lempar pakaianmu keluar kalau tidak pulang dan 
akhirnya terdakwa pulang kerumah dan mengambil sekitar 10 






3. Barang Bukti 
 Barang bukti adalah barang yang dipergunakan oleh terdakwa 
untuk melakukan suatu tindak pidana atau barang sebagai hasil dari suatu 
tindak pidana. Barang-barang ini disita oleh penyidik untuk dijadikan 
sebagai bukti dalam sidang pengadilan (Anshori Sabuan, 1990: 182). 
 Penuntut umum juga mengajukan barang bukti sebagai berikut: 
 1 (satu) Lembar Foto Copy buku Akta Nikah dengan 
No.483/21/XI/2004); 
 1 (satu) Lembar foto pernikahan antara terdakwa dengan 
Perempuan Irma Yunita; 
 
 Berdasarkaan keterangan-keterangan saksi dan alat bukti yang 
dihadirkan jaksa penuntut umum dipersidangan penasihat hukum 
terdakwa juga mengajukan pembelaan yaitu: 
 Bahwa saksi Dra.Indrawati di tinggal pergi oleh Terdakwa karena di 
usir dan dibilangi Anjing dan Binatang, kemudian sumber 
pertengkaran kalau terdakwa memberi biaya hidup kepada anak-
anaknya dari Isteri  Pertamanya; 
 Bahwa saksi korban Dra.Indrawati tidaklah terlantar, sebagimana 
apayang dibayangkan bagi orang-orang yang terlantar diluar 
sana,kondisinya sangat memprihatinkan, makanya sangat susah 
bahkan Negara pun ikut campur bagi anak/orang terlantar 
dipelihara oleh negara, jadi pengertian terlantar dalam perkara ini 
harus realistis; 
 Bahwa saksi Dra.Indrawati ditinggal oleh terdakwa bukanlah 
semata-mata kesalahan sepenuhnya terdakwa karena terdakwa 
dan saksi Dra.Indrawati sudah hidup bersama + 9 tahun dan 
terdakwa begitu setia dengan Isterinya, pergi Haji dan Umroh 
bersama-sama, merenovasi rumah, hanya saja tidak mempunyai 
anak akan tetapi terdakwa menganggap tidak ada masalah itu 
urusan Takdir dari Allah yang diterima oleh terdakwa, tetapi karena 
Tabiat saksi korban yang sangat tidak menghargai terdakwa, 
sehingga ia pergi artinya kehidupan antara terdakwa dengan 
isterinya tidak dapat mencapai tujuan perkawinan yang diatur 
dalam UU No.1 Tahun 1974 yaitu membentuk rumah tangga yang 
sakinah, mawadda dan warahmah; 
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 Berdasarkan pembelaan diatas penasihat hukum terdakwa 
memohon kepada majelis hakim untuk memutus perkara ini sesuai 
hukum, yaitu: 
 Menerima dan mempertimbangkan pembelaan terdakwa 
 Membebaskan terdakwa dari hukuman penjara 
 Mohon memberikan hukuman seringan-ringannya kepada terdakwa 
atau berupa pengenaan denda kepada terdakwa. 
3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum 
 Mengenai tuntutan jaksa penuntut umum terhadap tindak pidana 
penelantaran dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh terdakwa 
H. Muslimin Bin Patadang, maka penuntut umum menuntut agar:  
1. Menyatakan terdakwa H.Muslimin Bin Patadang, terbukti 
bersalahmelakukan tindak pidana “telah melakukan perbuatan 
menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya, 
sebagaimana diatur dalam Pasal 49 huruf a UU No.23 Tahun 2004 
tentang Penghapusan  Kekerasan Dalam Rumah Tangga. 
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa H. Muslimin Bin Patadang 
oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 
(tiga) bulan. 
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah buku Akta Nikah 
(lembar foto copy Akta Nikah dengan No.483/21/XI/2004, 1 Lembar 
foto pernikahan antara terdakwa dengan Pr.Irma Yunita, tetap 
terlampir dalam berkas perkara. 
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara 
sebesar Rp.5.000.-(lima ribu rupiah). 
 
4. Amar putusan 
Setelah Penentuan Perkara Selesai maka Majelis Hakim: 
MENGADILI 
1. Menyatakan Terdakwa H.Muslimin Bin Patadang, terbukti secara 
sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 
menelantarkan Isteri. 
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2. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sejumlah 
Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila 
denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan 
selama 1 (satu) bulan.  
3. Menetapkan barang bukti berupa: 
• 1 (satu) lembar foto copy buku Akta Nikah dengan No.483/21/ 
    XI/2004). 
• 1 (satu) Lembar foto copy foto pernikahan antara terdakwa 
dengan Perempuan Irma Yunita. 
4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara 
sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah). 
 
 Pada perkara ini putusan yang diajukan Majelis Hakim kepada 
terdakwa lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum hal ini 
disebabkan karena adanya keadaan yang meringankan bagi diri terdakwa 
yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan. 
 Keadaan yang dapat meringankan: 
 Terdakwa mengakui perbuatannya 
 Terdakwa belum pernah dihukum 
 Terdakwa pernah mencoba memberikan nafkah lahir kepada 
korban, namun ditolak oleh korban 
Keadaan yang memberatkan: 
 Perbuatan terdakwa mengakibatkan istrinya tersakiti 
 
5. Analisis Putusan 
 Berdasarkan perkara putusan nomor 228/Pid.B/2014/PN.Sgm, 
bentuk surat dakwaan yang digunakan jaksa penuntut umum yaitu 
dakwaan tunggal karena tidak terdapat kemungkinan untuk mengajukan 
dakwaan alternatif atau dakwaan pengganti lainnya. 
 Hakim menyatakan terdakwa telah terbukti bersalah melakukan 
“tindak pidana penelantaran dalam lingkup rumah tangga” sebagaimana 
47 
yang telah diatur dalam Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 23 tahun 
2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. 
 Menurut pandangan penulis penerapan hukum  yang dilakukan 
telah sesuai dalam perkara ini, karena telah menerapkan Pasal 49 huruf a 
Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan 
Dalam Rumah Tangga yang dalam kasus ini telah terbukti bahwa 
terdakwa telah menelantarkan istrinya sebagaimana yang telah diatur. 
 Hal ini bersesuaian keterangan hasil wawancara dengan panitera 
Pengadilan Sungguminsa Abd.Latif, S.H (14 maret 2017) bahwa: 
“ Penerapan hukum dalam kasus ini telah bersesuaian karena jaksa 
penuntut umum menggunakan dakwaan tunggal dan menerapkan 
asas lex spesialis dan  juga telah memenuhi semua unsur dalam 
Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang 
penghapusan dalam lingkup rumah tangga dan yang lebih penting 
terdakwa dan korban masih terikat dalam status perkawinan”. 
 
 Sebagaimana yang telah disebutkan dalam tuntutan jaksa penuntut 
umum adapun unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 49 huruf a 
Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan 
Dalam  Rumah Tangga yaitu: 
1. Setiap Orang 
 Pengertian Unsur “setiap orang” adalah menunjuk kepada 
orang perseorangan sebagai subjek hukum yang dapat dimintai 
pertanggungjawaban atas segala perbuatannya. 
 Di persidangan Jaksa penuntut umum telah menghadapkan 
terdakwa yang identitasnya bersesuaian dengan identitas terdakwa 
dalam surat dakwaan oleh karena itu mengenai orang yang 
didakwa oleh Jaksa penuntut umum sudah benar yakni terdakwa 
H.Muslimin Bin Patadang. 
 Selama pemeriksaan perkaranya majelis hakim menilai 
terdakwa sehat jasmani dan rohani oleh karena itu terdakwa dinilai 
mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya. 
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Bahwa dari pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim 
berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut 
hukum. 
2. Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya 
sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 9 ayat 1 
 Pengertian menelantarkan adalah setiap orang yangtidak 
menjalankan Tanggung Jawabnya sebagai kepala rumah tangga 
dalam Lingkup Rumah tangganya yang mempunyai kewajiban 
memperhatikan, memelihara, menafkahi, melindungi sebagian atau 
seluruh keluarganya dengan sebaik-baiknya menurut Agama dan 
Hukum yang berlaku. 
 Berdasarkan fakta persidangan Terdakwa H.Muslimin Bin 
Patadang telah menikah dengan saksi Dra.Indrawati sejak tanggal 
3 Oktober 2004 di Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa. 
 Perkawinan Terdakwa dan saksi Indrawati berjalan baik 
tanpa ada masalah. 
 Sekitar pertengahan tahun 2013 terdakwa dan saksi 
Indrawati bertengkar dan berujung Terdakwa meninggalkan rumah 
dan meninggalkan pula isterinya tanpa memberitahukan kemana 
perginya bahwa perkawinan terdakwa dan saksi Indrawati tidak 
dikaruniai anak. 
 Terdakwa pernah 1 (satu) kali memberikan amplop berisi 
uang kepada saksi Indrawati melalui saksi Ridwan namun saksi 
Indrawati menolak amplop tersebut karena saksi Indrawati curiga 
kepada terdakwa yang  mendapatkan uang tersebut dengan cara 
tidak halal. 
 Terdakwa selama kepergiannya tidak pernah lagi 
memberikan nafkah kepada isterinya saksi Indrawati. 
 Gugatan perceraian antara terdakwa dan saksiIndrawati 
telah dalam proses namun belum berkekutan hukum tetap (Incraht). 
 Terdakwa telah pula menikah dengan perempuan Irma di 
bulan Maret 2014 tanpa sepengetahuan isterinya saksi Indrawati. 
 Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penasihat Hukum 
Terdakwa bahwa korban saksi Dra.Indrawati tidaklah terlantar 
sehingga terdakwa tidak terbukti menelantarkan korban, Majelis 
Hakim berpendapat bahwa Pengertian menelantarkan adalah 
Setiap orang yang tidak menjalankan tanggungjawabnya sebagai 
Kepala Rumah Tangga dalam Lingkup Rumah Tangganya yang 
mempunyai kewajiban memperhatikan, memelihara, menafkahi, 
melindungi sebagian atau seluruh keluarganya dengan sebaik-
baiknya menurut Agama dan Hukum yang berlaku, berdasarkan 
fakta yang terungkap di persidangan bahwa sejak tahun 2013 
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terdakwa tidak lagi menjalankan tanggungjawabnya sebagai suami, 
sehingga ”unsur menelantaRkan orang lain dalam lingkup 
rumah tangganya ” ini telah terbukti dan terpenuhi. 
 
 Berdasarkan penjelasan fakta unsur diatas penerapan hukum 
tindak pidana penelantaran dalam lingkup rumah tangga pada putusan 
nomor 228/Pid.B/2014/PN.Sgm telah terbukti secara sah dan meyakinkan 
menurut hukum. 
 
B. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim terhadap Kasus Tindak 
Pidana Penelantaran dalam Lingkup Rumah Tangga dalam 
Penjatuhan Pidana terhadap Putusan Nomor 228/Pid.B/2014/ 
PN.Sgm 
1. Pertimbangan Hakim 
 Pertimbangan-pertimbangan hakim menjatuhkan pidana dalam 
perkara yamg melibatkan terdakwa H. Muslimin Bin Patadang, yaitu: 
a. Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 49 
huruf a UU RI No.23 Tahun 2004 telah terpenuhi, maka 
Terdakwa haruslah dinyatakantelah terbukti secara sah dan 
menyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana 
didakwakan dalam dakwaan tunggal; 
b. Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) 
lembar fotocopy buku Akta Nikah dengan No.483/21/XI/2004) 
dan 1 (satu) Lembar foto pernikahan antara terdakwa dengan 
Perempuan Irma Yunita, Majelis berpendapat tetap terlampir 
dalam berkas perkara; 
c. Menimbang, bahwa dalam dakwaan penuntut umum Pasal 49 
huruf a Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2004, berisi 
ancaman Pidana atau denda sehingga Majelis Hakim 
berpendapat akan lebih tepat dan adil untuk menjatuhkan 
Pidana Denda kepada Terdakwa dan perihal a quo haruslah 
dipandang tepat dan adil; 
d. Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap 
Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan 
yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa; 
-Keadaan yang memberatkan: 
 Perbuatan Terdakwa mengakibatkan isterinya tersakiti 
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-Keadaan yang meringankan: 
 Terdakwa mengakui perbuatannya; 
 Terdakwa belum pernah di hukum; 
 Terdakwa pernah mencoba untuk memberikan nafkah lahir 
kepada korban, namun ditolak oleh korban; 
e. Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, 
maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara; 
f. Memperhatikan, Pasal 49 huruf a UU No.23 tahun 2004 dan 
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara 
Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang 
bersangkutan; 
 
2. Putusan Hakim 
 Berdasarkan semua unsur dari Pasal 49 huruf a Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah 
Tangga, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti 
secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan 
kepadanya dalam dakwaan tunggal yang dibuat oleh jaksa penuntut 
umum. 
 
3. Analisis penulis  
 Dalam pengambilan keputusan, hakim harus dapat meninjau kasus 
tersebut berdasarkan sifat yuridis maupun sosiologis agar dapat 
menciptikan rasa keadilan bagi pihak-pihak yang bersangkutan. Karena 
putusan hakim atau putusan pengadilan itu merupakan suatu hal yang 
sangat penting dan perlu dicermati untuk menetapkan hasil dari suatu 
perkara dalam suatu persidangan dan juga untuk memberikan kepastian 
hukum  kepada  terdakwa dan juga perlindungan hukum. 
 Pertimbangan yuridis majelis hakim dalam putusan nomor 
228/Pid.B/2014/PN.Sgm didasarkan pada dakwaan jaksa penuntut umum, 
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keterangan saksi, alat bukti surat, barang bukti serta pasal dan ketentuan 
pidana sehingga ditinjau dari aspek yuridis hakim dapat mengambil suatu 
putusan. 
 Sedangkan pertimbangan yang bersifat sosiologis (kemanfaatan) 
yaitu, latar belakang pemberlakuan tindak pidana, sebab-akibat yang 
timbul, kondisi terdakwa secara jasmani dan rohani, dalam menjamin 
keadilan kepastian dan kemanfaatan hukum. 
 Dalam memberikan atau menjatuhkan pidana bagi terdakwa harus 
mempertimbangkan itikad baik maupun itikad jahat dari terdakwa sesuai 
dengan yang telah ditentukan dalam Pasal 8 ayat 2 Undang-undang 
Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyebutkan 
bahwa: “Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib 
pula memperhatikan pula sifat baik dan jahat dari terdakwa.” 
 Pada kasus ini keadaan yang memberatkan terdakwa yaitu 
membuat korban tersakiti, dan melakukan kekerasan psikis juga moral 
terhadap korban dengan tidak memberi nafkah lahir kepada korban. Hal 
tersebut harus menjadi pertimbangan majelis hakim sebelum menjatuhkan 
pidana karena menyangkut harkat dan martabat perempuan agar tidak 
menyebabkan marak nya kekerasaan dalam rumah tangga. 
 Seperti yang sudah dijelaskan dalam kasus ini majelis hakim juga 
harus mempertimbangkan keadaan yang meringankan terdakwa, yaitu 
telah mengakui perbuatannya, belum pernah dihukum, dan memiliki itikad 
baik untuk memberikan nafkah lahir kepada korban. 
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 Berdasarkan pertimbangan dari aspek yuridis maupun sosiologis 
maka hakim dapat menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa H. 
Muslimin Bin Patadang sejumlah Rp. 10.000.000,- atau kurungan selama 
1 (satu) bulan. 
 Penulis telah melakukan wawancara kepada salah satu hakim di 
Pengadilan Negeri Sungguminasa yang bernama Amran S.Herman,S.H 
mengenai kasus yang melibatkan terdakwa H.Muslimin Bin Patadang 
dalam tindak pidana penelantaran yang dilakukan terhadap saksi korban 
Dra.Indrawati bahwa: 
“tidak adanya alasan yang dapat membuat hakim untuk 
menjatuhkan     hukuman melebihi tuntutan jaksa karena keadaan 
yang meringankan maupun memberatkan itu sama dan lebih 
banyak keadaan yang menguntungkan terdakwa, juga hakim sudah 
memutus sesuai dengan jaksa penuntut umum berdasrkan alat-alat 
bukti yang dihadirkan dipersidangan.” 
 
 Pendapat penulis bahwa dalam mengambil pertimbangan dalam 
menjatuhkan pidana majelis hakim harus lebih mencermati hal-hal yang 
lebih memberatkan untuk dijatuhkan terhadap terdakwa utnuk 
menimbulkan efek jera. Melihat perbuatan terdakwa kepada korban yang 
selama beberapa tahun tidak memberikan nafkah lahir kepada korban dan 
anak korban yang membuat korban merasa diterlantarkan oleh terdakwa 
dan kawin sirih dengan wanita lain sehingga korban merasa tersakiti dan 
dapat menyebabkan gangguan psikis yang berat. 
 Namun secara normatif hakim memiliki kebebasan dalam 
menjatuhkan jenis dan jumlah hukuman. Selama tidak menyimpang dari 
prinsip serta asas-asas pemidanaan yang berdasarkan pada sanksi 
minimal dan maksimal dalam Pasal yang didakwakan. Sehingga pada 
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kasus ini kasus penelantaran dalam lingkup rumah tangga di jatuhkan 
hukuman yang sangat ringan yaitu pidana denda Rp.10.000.000,- atau 
pidana kurungan selama 1 bulan, sebagaimana yang tercantum dalam 
Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 23 tahun 2004, yaitu: 
Pasal 49 
“Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau denda paling 
banyak Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), setiap orang yang:  
a. Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).” 
   
 Menurut penulis hakim dapat menjatuhkan pidana melebihi tuntutan 
pidana yang diajukan oleh jaksa penuntut umum yang tidak selalu sama 
dengan maksimal ancaman pidana yang tercantum dalam pasal 
perundang-undangan bagi setiap orang yang melanggarnya . Hakim juga 
harus lebih memperhitakan fakta yang terungkap dipersidangan serta hal-
hal yang dapat memberatkan dan meringankan dalam menjatuhkan 
pidana melebihi tuntutan jaksa. Hakim dapat menjatuhkan pidana sampai 
maksimal ancaman pidana sesuai dengan pasal yang didakwakan jaksa 
penuntut umum. 
 Berdasarkan pasal diatas hakim telah menjatuhkan hukuman yang 
sangat ringan yang memungkinkan akan banyak menimbulkan kasus-
kasus penelantaran seperti ini, dalam melihat penjatuhan pidana ini 
kurang menimbulkan efek jera kepada terdakwaa bagi yang melakukan 







 Berdasarkan pembahasan dari bab sebelumnya, penulis dapat 
menyimpulkan: 
1. Penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana 
penelantaran dalam lingkup rumah tangga pada putusan nomor 
228/Pid.B/2014/PN.Sgm telah sesuai dengan ketentuan 
perundang-undangan pada Pasal 49 huruf a Undang-undang 
nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam 
Rumah Tangga. Terpenuhinya unsur-unsur terhadap pasal tersebut 
menjadi pertimbangan hakim dalaam menjatuhkan pidana kepada 
terdakwa H. Muslimin Bin Patadang sesuai dengan fakta-fakta yang 
terungkap dalam persidangan. Namun dalam hal penuntutan 
seharunya jaksa penuntut umum lebih mempertimbangkan sebab 
akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi 
korban Dra.Indrawati sehingga jaksa penuntut umum dapat 
menuntut kepada majelis hakim hakim untuk menjatuhkan pidana 
penjara kepada terdakwa karena mengingat perbuatan yang 
dilakukan oleh terdakwa sangat merugikan bagi keluarga,istri dan 
juga anak terdakwa. 
2. Dalam pengambilan keputusan, hakim tentu memiliki kewenangan 
untuk menjatuhkan hukuman pidana penjara maksimal ataupun 
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minimal berdasarkan Pasal yang telah di dakwakan kepada 
terdakwa H.Muslimin Bin Patadang dan tidaklah melebihi dari batas 
maksimal yang ditetapkan dalam Pasal 49 huruf a Undang-undang 
Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam 
Rumah tangga. Dan dalam perkara nomor 228/Pid.B/2014/PN.Sgm 
memiliki pertimbangan-pertimbangan yang cukup banyak yaitu, 
tuntutan jaksa penutut umum, alat bukti, kesaksian dalam 
persidangan, dan barang bukti serta keadaan yang memberatkan 
dan meringankan dalam persidangan. 
 
B. Saran 
 Berdasarkan kesimpulan diatas maka penulis memberikan 
beberapa saran,  antara lain: 
1. Mengadakan sosialisasi ke daerah-daerah mengenai  pentingnya 
undang-undang 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan 
Dalam Rumah Tangga kepada masyarakat sehingga menambah 
wawasan ataupun pengetahuan lebih kepada masyarakat ataupun 
korban-korban penelantaran tersebut dapat melaporkan ke pihak 
yang berwajib. Dan dengan adanya sosialisasi diharapkan bisa 
mengubah pola pikir masyarakat mengenai hukum, serta 
menambah kinerja pemerintah untuk memperbaiki kesejahteraan 
dalam masyarakat untuk tetap memberikan informasi dan 
perlindungan hukum bagi korban-korban penelantaran dalam 
lingkup rumah tangga terutama perempuan yang rentan menjadi 
korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. 
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2. Dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang 
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga harus lebih detail 
mengenai pelanggaran serta perlindungan hukum yang diberikan 
kepada korban, karena korban dalam kasus penelantaran ini tidak 
hanya ingin mendapatkan perlindungan hukum tetapi juga 
perlindungan secara ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup 
korban dan anak korban. Dan menurut penulis seharusnya hakim 
menjatuhkan hukuman yang lebih berat kepada korban karena, ini 
marak terjadi ditengah masyarakat karena dianggap biasa terjadi 
dalam hubungan suatu perkwainan padahal sudah ada ketentuan 
perundang-undangan yang mengatur tentang tindak kekerasan 
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